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ABSTRAK

Mapping Studi inventori TB (tuberculosis) di Kabupaten Karanganyar adalah bagian dari sampel nasional namun
demikian dengan penentuan klaster kabupaten sehingga seluruh fasyankes yang melayani TB di wilayah tersebut
dilakukan pendataan. Diperkirakan fasyankes-fasyankes bukan DOTS (Direct Observation Therapy Strategy)
penyebab under-reporting. Hal ini karena fasyankes bukan DOTS tidak melakukan pelaporan ke SITT (Sistem
Informasi TB Terpadu). Metode penelitian dengan desain cross sectional, populasi seluruh fasyankes dan sampel
penelitian total populasi. Pengumpulan data dengan inklusi fasyankes eligible adalah fasyankes yang dalam 3
bulan terakhir setidaknya mendiagnosa dan atau melayani TB setidaknya 1 pasien untuk kemudian dianalisis,
dan seclanjutnya dilakukan pemetaan dengan penentuan koordinat menggunakan smartphone GPS (Global
Positioning System) menjadi basisdata geospasial yang divisualkan dengan webmap. Hasil menunjukkan semua
jenis fasyankes didapatkan fasyankes eligible, proporsi terbesar adalah puskesmas yakni 100%, diikuti rumah
sakit 75%, klinik 9,6% dan DPM (Dokter Praktek Mandiri) 7,4%. Distribusi merata secara keruangan
menunjukkan masih ada beberapa fasyankes bukan DOTS schingga notifikasi kasus TB under-reporting.
Gambaran tersebut juga menunjukkan masih tingginya ancaman penyakit TB yang terjadi di Kabupaten
Karanganyar. Sebagai kesimpulan masih didapatkan kasus wunder-reporting, sehingga perlunya jejaring yang
melibatkan seluruh fasyankes terutama rumah sakit swasta, klinik dan DPM yang terintegrasi ke dalam sistem
informasi survailans kesehatan daerah.
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1. PENDAHULUAN Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
menyiapkan SITT untuk Fasyankes. Sistem ini
memiliki fungsi sebagai sistem pencatatan dan
pelaporan pada semua fasyankes yang melakukan
pelayanan terhadap tuberkulosis di Indonesia. Pada
tahun 2015 berdasarkan SITT, angka notifikasi
kasus/case notification rate (CNR) sejumlah 130 per
100.000 penduduk. Terlihat ada gap apabila
dibandingkan dengan angka survei prevalensi
sebesar 759 per 100.000 penduduk berumur 15
tahun ke atas.

Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan
oleh Mycobacterium TB. Kuman ini bisa menyerang
terutama Paru dan dapat menyebar ke tulang, otak,
kelenjar getah bening, usus dan organ lain. Data
World Health Organization (WHO) menunjukkan
jumlah kasus baru diperkirakan sekitar 9,6 juta
kasus pada tahun 2014 dengan angka kematian
akibat sekitar 1,5 juta kasus. Indonesia sendiri saat
ini menduduki peringkat kedua dunia untuk negara
dengan beban tertinggi di dunia setelah India [1].

Jumlah kasus baru di Indonesia sebanyak 420.994
kasus pada tahun 2017 (data per 17 Mei 2018).
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru tahun
2017 pada laki-laki 1,4 kali lebih besar
dibandingkan pada perempuan. Bahkan berdasarkan
Survei Prevalensi Tuberkulosis prevalensi pada laki-
laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada
perempuan [2]. Berdasarkan Survei Prevalensi
Tuberkulosis tahun 2013-2014, prevalensi dengan
konfirmasi bakteriologis di Indonesia sebesar 759
per 100.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas dan
prevalensi BTA positif sebesar 257 per 100.000
penduduk berumur 15 tahun ke atas [3].

Perbedaan angka ini mendorong Balitbang
Kemenkes RI melakukan identifikasi karena
diprediksi  adanya  under-reporting  sehingga
dilakukan Survei Inventori di Indonesia tahun 2016.
Survei ini merupakan kegiatan kolaborasi Litbang
Kemenkes RI, Subdit Dirjen P2P, Lembaga
Kesehatan Dunia WHO dan organisasi nirlaba
internasional yang secara khusus berfokus pada
pengentasan tuberkulosis KNCV  (Koninklijke
Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der
Tuberculose).  Tujuannya  adalah  melakukan
identifikasi, pemetaan rendahnya pelaporan yang
diduga karena wunder-reporting oleh fasyankes.
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Sasaran kegiatan meliputi semua fasyankes milik
pemerintah, swasta dan gabungan atau ppm (public,
private, mix) [4][5][6]. Permasalahan under
reporting ini menyebabkan rendahnya angka kasus
notifikasi di Indonesia, dan diperkirakan mencapai
20 % [7].
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Gambar 1. Case Notofication Rate (CNR) per
100.000 Penduduk di Indonesia Tahun 2008-2017,
Sumber Ditjen Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kemenkes RI, 2018

Kabupaten karanganyar merupakan salah satu
wilayah di Provinsi Tengah yang terpilih menjadi
sampel dari ke 23 kab/kota di Indonesia. Pada
dasarnya survei ini digunakan untuk mengeneralisir
Indonesia. Kabupaten yang terpilih menjadi klaster
sampel penelitian, maka dilakukan pendataan
terhadap seluruh fasyankes di kabupaten/kota
tersebut [8].

Penggunaan smartphone gps berbasis android yang
digunakan seperti halnya pada penelitian pemetaan
pasien demensia [9]. Hal ini merupakan kemajuan
tehnologi telepon android yang tidak hanya sebagai
alat komunikasi akan tetapi telah memiliki tehnologi
a-gps (assisted gps) [10]. Hal ini untuk memetakan
seluruh fasyankes yang didapatkan dari daftar
fasyankes yang telah diberikan ID dan ada dalam
DSFK (Daftar Sampel Fasilitas Kesehatan). Dan
penggunaan DSFK menjadi dasar survei mapping
yang dilakukan oleh enumerator (tenaga pengumpul
data di masing-masing kabupaten/kota) yang telah
dinyatakan diterima berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan oleh pusat. Dan keseluruhan data
terkumpul diintegrasi menjadi basis data geospasial
yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai
sumber pada mode pengumpulan yang berbeda dan
menyatukannya dalam basis data unik dalam
aplikasi untuk pemrosesan, pemodelan, dan
visualisasi [11].

Pengumpulan data geospasial dengan GPS di tingkat
konsumen sebelumnya membutuhkan peralatan,
perangkat lunak, dan pelatihan sehingga biaya yang
diperlukn sangat mahal. Aplikasi yang disajikan
mulanya menggunakan GPS handhelds secara
terpisah, penamaan waypoint di GPS receiver dalam
basis data GPS di memori alat tersebut, sesuai
protokol penamaan berdasarkan kamus data yang
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ditentukan pengguna. Pada era smartphone gps atau
disebut assisted GPS, ketika digunakan dengan
sistem manajemen basis data relasional dan sistem
informasi geografis, dapat membantu masyarakat,
organisasi dan lembaga dalam pengumpulan data
geospasial yang berkualitas tinggi, akurat dan
canggih dalam keadaan di mana dana dan keahlian
terbatas atau tidak ada. Selain itu, aplikasi sistem ini
tidak terbatas [12].

Dengan demikian mapping pada penelitian SIVTB
2016, ini sangat diperlukan dalam mencari apa
penyebab under-reporting TB. Adapun kejadian ini
diduga karena banyaknya fasyankes yang tidak
melaporkan kasus TB ke SITT, yakni fasyankes
bukan DOT seperti rumah sakit swasta, dokter
praktek swasta dan klinik.

2. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain cross sectional
dengan populasi adalah fasyankes dan sampel adalah
total populasi. Adapun tahapan-tahapan yang
dilakukan yitu :

a. Pembuatan DSFK yang didapatkan dari Dinkes
Kabupaten Karanganyar pada saat kegiatan
Sosialisasi di Pusat.

b. Pelatihan enumerator Kabupaten dan Kota.

c. Mapping adalah pemetaan seluruh fasyankes
baik pemerintah maupun swasta yang ada di
setiap kabupaten/kota terpilih. Kegiatan ini
sebagai merupakan proses mendata fasyankes
yang ada di DSFK untuk ditentukan eligible atau
tidak dan/atau pengobatan minimal satu kasus
dalam 3 bulan terakhir.

d. Melakukan pengumpulan data fasyankes dalam 3
bulan terakhir apakah melayani pasien . Apabila
melayani maka akan dinyatakan sebagai
fasyankes eligible. Pada 3 buan berikutnya akan
dikunjungi ulang dan dilakukan pendataan pasien
di fasyankes tersebut.

e. Mengirimkan data fasyankes hasil kunjungan
harian secara langsung menggunakan GPS
Waypoints lokasi-lokasi yang dikunjungi dan
setelah 3 bulan dikirimkan WPT wilayah beserta
entrian kuesioner dengan menggunakan CS Pro
7.0

f. Mengirimkan WPT Wilayah ke PJT. Proses
perekaman  data  lokasi/plotting  dengan
menggunakan program GPS Waypoints [13].
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Gambar 2. Alur Pelaksanan Survey Mapping di
Kabupaten Karanganyar, Tahun 2016
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Gambar 4. Kirim WPT
Wilayah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Share Location Data Kunjungan Mapping

Kiriman data kunjungan mapping di Kabupaten
Karanganyar berdasarkan jumlah list fasyankes yang
terdaftar didapatkan berasal dari Dinas Kesehatan
didapatkan 3 enumerator yang akan melakukan
survey selama tiga bulan sejak dilatih di pusat.

Pelaporan harian merupakan kunjungan yang
dilakukan ke fasyankes yang direncanakan untuk
dikunjungi jarang sekali knjungan bisa dilakukan
satu kali. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan
menelepon terlebih dahulu dengan tujuan membuat
janji terlebih dahulu baru kemudian ssetelah
memang benar-benar dipastikan bisa untuk
dikunjungi kemudian tim enumerator menuju ke
lokasi. Meskipun demikian seringnya dua kali baru
benar-benar bisa mendata fasyankes bersangkutan
dan ada beberapa fasyankes yang kebetulan butuh
beberapa kali terutama Dokter Praktik Mandiri.

Waktu yang diperlukan selama tiga bulan pendataan
mapping ini harus dilakukan dan tercover semuanya.
Dan beberapa kendala kecil didapatkan untuk
fasyankes yang kebetulan butuh didatangi berkali-
kali terjadi pada DPM yang memang menangani
kasus TB di lapangan. Bantuan Dinas Kesehatan
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Kabupaten Karanganyar dalam hal ini sangat
berperan terhadap susksesnya kegiatan mapping ini
demi menapatkan data yang memang betul-betul
valid.

DOTS adalah program pengendalian TB yakni
tatacara dan pemahaman strategi pengendalian

sesuai dengan rekomendasi WHO [14]. DOTS
memiliki lima kunci komponen:
1) Komitmen  pemerintah  untuk  kegiatan

pengendalian yang berkelanjutan.

2) Deteksi kasus dengan mikroskop dahak di antara
pasien bergejala pelaporan diri ke layanan
kesehatan.

3) Rejimen pengobatan standar enam hingga
delapan bulan untuk setidaknya semua kasus
positif BTA positif, dengan pengobatan yang
diamati secara langsung (DOT) untuk setidaknya
dua bulan awal.

4) Pasokan teratur semua obat anti- esensial yang
tidak terputus.

5) Sistem pencatatan dan pelaporan standar yang
memungkinkan penilaian hasil pengobatan untuk
setiap pasien dan program pengendalian secara
keseluruhan.

Keberhasilan ~ program  DOTS di  Nigeria
memberikan dampak besar terhadap keberhasilan
pengobatan kasus yang ditangani berkisar 75%-80%,
sehingga sangat signifikan terhadap penurunan kasus
tuerkulosis [15].

Fasyankes rumah sakit demikian halnya ada 1 rumah
sakit saja yang mengikuti program DOTS, yakni
RSUD Karanganyar merupakan rumah sakit milik
pemerintah daerah. Sedangkan ke-5 rumah sakit
lainnya yang eligible bukan merupakan rumah sakit
DOTS. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena
memang dengan ppm dapat menjadikan penguatan
tata kelola tuberkulosis. Manfaat DOTS adalah
meningkatnya deteksi kasus yang didapatkan seperti
di Philipina [16], Vietnam [17].

Fasyankes klinik dan dokter praktek mandiri
kesemuanya bukan merupakan fasyankes DOTS.
Hal ini tantangan bagi dinas kesehatan setempat
dalam menjalin jejaring penanganan kasus TB
secara terintegrasi dengan demikian kasus TB dapat
dinotifikasi dan meningkatkan akses pengobatan
masyarakat dengani adanya program DOTS untuk
pengobatan TB di wilayahnya. Pendekatan awal
yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi
berkelanjutan akan memperingan beban dan
mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib.
Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah
pemahaman lanjut yang komprehensif dan
penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi
koherensi intervensi dalam acceptability notifikasi
wajib pada praktisi swasta [18].
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Gambar 5. Share location data harian kirim dengan
social messenger whatsapp

Share location dilakukan enumerator di lapangan
sebagai laporan progress harian yng dikirimkan
melalui social messenger whatsapp karena memang
kebetulan sudah umum sehingga tidak memerlukan
pelatihan khusus untuk mengoperasikannya (Lihat
gambar 5).

Dan tipe file yang dikirimkan ke whatsapp group
masing-masing wilayah. Pengiriman data lokasi
dilakukan pada saat telah selesai melakukan
wawancara, untuk kemudian ditambahkan dengan
keterangan E adalah untuk fasyankes eligible, dan
NE adalah untuk fasyankes non eligible (Lihat
Gambar 6).

Gambar 6. Hasil tampilan hasil share data harian
yang dishare dari GPS Waypoints di Whatsapp
Messenger

3.2 Basis Data Geospasial WPT Wilayah

Kegiatan ini di mulai sejak bulan April 2016 dari
penyusunan instrument, sosialisasi dan mulai
kegiatan mapping pada Bulan Oktober 2016.

Pada kegiatan
mendatangi

mapping, enumerator mulai
fasyankes  dengan  menanyakan
kuesioner terkait pelayanan pasien TB pada
fasyankes. Kegiatan mapping ini, fasyankes
bersangkutan akan ditanyakan terkait pelayanan TB.
Penentuan fasyankes eligible apabila dalam tiga
bulan terakhir fasyankes bersangkutan melayani
diagnosis dan atau pelayanan setidaknya satu pasien
TB.

Hasil mapping di Kabupaten Karanganyar selama
bulan agustus — oktober tahun 2016 didapatkan data
kegiatan seperti table 1, di bawah ini ;

Tabel 1. Jumlah Fasyankes hasil Mapping di
Kegiatan Survei Inventori Kabupaten Karanganyar,

Tahun 2016
2]

z g w & =

B £ e 5

~ ’(,% =) =~
Elgible 6 21 3 3

(75) (100) (8,57) (7,14)
Tidak 2 0 32 39
eligible  (25) (0) (91,43) (92,86)
Jumlah 8 21 35 42

(100) (100) (100) (100)
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Fasyankes eligible yang paling banyak adalah
puskesmas dengan semua puskesmas yakni
berjumlah 21 puskesmas (100%) yang eligible,
rumah sakit dari 8 rumah sakit ada 6 rumah sakit
(75%) yang eligible, Klinik dan balai pengobatan
dari ke 31 ada 3 klinik (9,6%) yang eligible,
sedangkan DPM dari 42 ada 3 DPM (7,14%) yang
eligible.

Terlihat dari sisi distribusi didapatkan bahwa
fasyankes yang berwarna merah adalah fasyankes
yang melayani 7B. Dan hampir merata di seluruh
wilayah Kabupaten Karanganyar setidaknya ada satu
pasien yang di diagnosis dan atau melayani
perawatan pasien TB.

Secara analisis spasial terlihat bahwa distribusi
fasyankes  dispersal/menyebar  [19].  Artinya
distribusi penyakit TB yang mana merupakan
penyakit berbahaya dan menular terjadi hampir di
seluruh wilayah kecamatan di Karangnayar terlihat
dengan adanya fasyankes terutama puskesmas yang
seluruhnya melayani penanganan kasus TB di
wilayah ini. Fakta ini menunjukkan masih tinggiya
transmisi penyakit menular TB di wilayah ini
menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat
ditangani. Merujuk pada permenkes no 67 Tahun
2016 pada dasarnya pemerintah sendiri sudah
menjamin dan berupaya menjamin keberlangsungan
pengobatan bagi masyarakat yang mengidap
penyakit ini . Pencegahan resistensi OAT (Obat Anti
Tuberkulosis)  dengan  penatalaksanaan  TB
komprehensif, menerapkan program DOTS agar
pengobatan tidak terputus dan berkesinambungan
[20]. Pada akhirnya masyarakat sendiri yang
menentukan untuk berhasil dan tidaknya pengobatan
yang dilakukan karena pendidikan [21] sangat
menentukan pengetahuan sikap dan perilaku dalam
menjalani proses pengobatan yang dijalaninya.

Distribusi spasial penyakit endemik adalah objek
penelitian  epidemiologi  geografis. Saat ini,
penelitian yang menghubungkan penyakit-penyakit
ini dengan ruang geografis menjadi sangat penting
bagi sains, karena dinamika ruang memengaruhi
terjadinya dan tata kelola penyakit, serta keberadaan
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dan  efektivitas unit perawatan kesehatan.
Penggunaan teknologi GIS (Geographic Information
Systems) merupakan kontribusi alternatif untuk
pemahaman dinamika distribusi. Meskipun dibuat
dalam dekade terakhir, GIS masih sedikit digunakan
dalam kesehatan. Penggunaannya adalah awal untuk
pengembangan model yang memplot lokasi di mana
ada risiko penyakit, terutama , menjadi alat penting
untuk manajemen dan perencanaan kebijakan
kesehatan [22].
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Gambar 7. Peta Distribusi Fasyankes Eligible di
Kabupaten Karanganyar, Kegiatan Suvey Inventori
Tuberkulosis Tahun 2016

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam
rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Dalam melaksanakan tugas puskesmas

menyelenggarakan fungsi [23] :

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di
wilayah kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di

wilayah kerjanya.

Permenkes Tahun No. 75 Tahun 2014 mengatur
puskesmas sebagai pusat pelayanan tingkat pertama
di wilayah kerjanya merupakan sarana pelayanan
kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan
pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau,
adil dan merata. Pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan adalah pelayanan kesehatan dasar
yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar
masyarakat dan sangat strategis dalam upaya
meningkatkan status kesehatan masyarakat umum.

Amanah aturan tersebut sehingga puskesmas di
Kabupaten Karanganyar wajib melakukan upaya
Kesehatan perorangan maupun upaya Kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya. Terlihat pada
gambar 1 seluruh puskesmas mampu memdiagnosa
dan melayani kasus TB di masing-masing wlayah
kerja dalam hal ini kecamatan.

Tuberkulosis merupakan penyakit kronis sehingga
memerlukan waktu yang lama untuk pengobatannya.
Biaya pengobatan yang diperlukan selama 6 bulan
pengobatan dalam penelitian Sari tahun 2018 dengan
utilisasi RSUD 10 kali selama 6 bulan pengobatan ,
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maka total biaya langsung mencapai Rp1.228.867,
total biaya tidak langsung sebesar Rp614.670 [24].
Sedangkan penelitian Pratiknya tahun 2018
berdasarkan analisis biaya berdasarkan jenis obat
yang digunakan seperti OAT-kombipak sebesar
Rpl.675.154,32 dan Rp. 1.671.510,67 dengan
pengobatan OAT-KDT[25].

Dengan kondisi ini Permenkes No 67 Tahun 2016
telah mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  bertanggung jawab atas
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam
penyelenggaraan  Penanggulangan TB, yang
meliputi: a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
b. vaksin untuk kekebalan; c. obat untuk pencegahan
Tuberkulosis; d. alat kesehatan; dan e. Reagensia.
Kebijakan pemerintah Indonesia ini sangat serius
dalam menangani penanganan kasus TB untuk
mencapai eliminasi pada tahun 2035 dan eradiksi
2050 [26].

Suvey inventori tuberkulosis di Kabupaten
Karanganyar dengan tersedianya basis data
geospasial bisa dijadikan aplikasi yang dapat dishare
sehingga didapatkan informasi lokasi fasyankes
yang melakukan pelayanan TB. Integrasi dalam
penguatan sistem informasi survailans TB daerah
yang lebih memberikan informasi lintas stakeholder
terkait, terutama dinkes, rumah sakit, klinik,
puskemas, laboratorium dan dokter praktek mandiri
serta pasien TB itu sendiri.

Hasil basisdata dalam bentuk fasyankes yang
melayani TB dapat dishare secara visual dengan
diintegrasikan ke sistem informasi geografis yang
berbasis web. Namun demikian untuk informasi
selanjutnya terkait pasien harus menggunakan kode
[27]. Kode dibuat sebagai perlindungan pasien

mengingat masih tingginya stigma negatif
masyarakat terhadap penderita TB [28].
Kebijakan pusat dalam penangulangan tertuang

dalam Permenkes Nomor 67 Tahun 2016. Diatur
didalamnya peningkatan keterpaduan pelaksanaan
program dilakukan melalui kemitraan dengan lintas
program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan
pemerintah dan swasta dikenal dengan istilah PPM
[29].

Dengan hasil mapping ini menunjukkan bahwa
belum maksimalnya kemitraan yang dilakukan di
Kabupaten Karanganyar. Hal ini jelas menunjukkan
masih terkendalanya program penanggulangan TB di
kabupaten ini dan di ke-20 kabupaten sampel
penelitian ini. Hal tersebutlah masalah utama
terkendalanya penanggulangan TB di Indonesia pada
umumnya, sehingga menyebabkan rendahnya angka
notifikasi karena banyak kasus yang tidak
terlaporkan ke SITT.
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5. DISKUSI

Basemap geospatial seperti yang dihasilkan dari
kegiatan  mapping ini = seyogyanya  dapat
menginformasikan jenis dan lokasi fasyankes-
fasyankes yang dapat dijangkau untuk penanganan
kasus TB pada suatu wilayah. Informasi ini tentu
memberikan  gambaran ke pengguna yang
memerlukan sebagai aspek keterbukaan data yang
dapat di akses kapanpun dan dimanapun. Google my
map [30], pada dasarnya sudah dipergunakan secara
luas di masyarakat di Indonesia dan lebih utamanya
opensource sehingga sangat memungkinkan untuk
dikembangkan.

6. KESIMPULAN

Kabupaten Karanganyar berdasarkan basisdata
geospasial didapatkan fasyankes eligible merupakan
fasyankes bukan DOTS, hal ini menunjukkan belum
optimalnya keterpaduan pelaksanaan program yang
dilakukan  melalui kemitraan dengan lintas
stakeholder terkait yakni layanan keterpaduan
pemerintah dan swasta (Public Private Mix)
menyebabkan under-reporting TB, terutama rumah
sakit swasta, klinik dan DPM yang terintegrasi ke
dalam sistem informasi surveilans kesehatan daerah.
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